BANK, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK dan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

a. wawasan bank
1. Bank berasal dari kata banco dalam Italia artinya bangku atau meja, yang pada sejarahnya sebagai tempat menukar uang

2. Lalu, bank berkembang fungsinya menjadi tempat penyimpanan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Peranan ini dipegang pandai emas (goldsmith). Tanda bukti penitipannya dinamakan goldsmith notes.

3. G.M. Verryn Stuart dalam Bank Politics menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang  bertujuan memberi kredit, baik dengan uang sendiri atau dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas serta uang giral.

4. Menurut UU No. 7 Th. 1992 yang dirubah dalam UU No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

5. Menurut Pasal 3 UU No. 7 Th 1992 tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai pengimpun dan penyalur dana masyarakat. Berikut penjabaran:

a) penghimpun dana dari masyarakat
a. tempat menyimpan dana yang aman

b. melakukan investasi

c. memperoleh keuntungan atas simpanannya

b) penyalur dana ke masyarakat
a. penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan

b. bank akan mendapat pendapatan dari penyaluran dananya, baik dalam bentuk bunga atau bagi hasil

c. pendapatan dari kredit yang disalurkan adalah pendapatan terbesar sebuah bank

c) pelayan masyarakat, jasa kepada masyarakat, misalkan transfer, pemindahbukun, penagihan surat utang berharga, kliring, L/C, deposit box dan inkaso. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai agent of services.

6. Dari ketiga fungsi bank di atas, maka bank adalah financial intermediary (perantara keuangan), menjembatani dua jenis pihak yang berbeda kepentingan (yang satu mempunyai dana dan yang lain membutuhkan dana).

7. Aktivitas bank dapat menyelesaikan sebagian masalah ekonomi yakni dari surplus penghimpunan dana dari masyarakat yang disalurkan ke masyarakat dan tentunya kredit ini akan menghasilkan barang dan jasa serta membuka peluang kerja.

8. Prinsip kegiaatan usaha perbankan antara lain ::

a) kehati-hatian (prudential), bank dalam menjalankan usahanya wajib berhati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yan telah dipercayakan.

a. prinsip ini penting agar bank selalu sehat dan tingkat kepercayaan masyarakat tetap tinggi.

b. Pasal 29 : Bank melakukan kegiatan usaha bedasarkan prinsip kehati-hatian dan menyalurkan kredit dan usaha lainnya sewajibnya menempuh cara yang tidak merugikan bank dan nasabah.

b) prinsip kepercayaan (fiduciary), menyatakan bahwa usaha bank dilandasi kepercayaan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan ataupun nasabah debitor

a. Pasal 29 : karena bank bekerja dari dana yang disimpan nasabah dengan kepercayaan, maka bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat

c) kerahasiaan (confidential), bank wajib merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang pada lazimnya memang dirahasiakan

d) mengenal nasabah (know your costumer), mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau dan melaporkan setiap transaksi, dengan tujuan meningkatkan peran LK (lembaga keuangan) dengan berbagai kebiajakan dalam menunjang praktik LK, menghindari LK dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktifitas ilegal, dan melindungi nama baik LK. 

9. Jenis bank bedasarkan badan hukumnya antara lain : PT, Koperasi dan Perusahaan Daerah

10. Jenis bank bedasarkan kepemilikannya antara lain :

a) bank pemerintah, yang modalnya dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b) bank swasta, modalnya dari pihak swasta dan berkeutamaan mencari laba

c) bank campuran, modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian dari negara. 

d) bank pemerintah daerah (BPD), milik pemerintah daerah yang terdapat di setiap daerah TK 1 (Propinsi)
11. Bank bedasarkan jenis kegiatannya dapat dikelompokkan jadi :

a. Bank sentral

b. Bank umum

c. Bank syariah

d. Bank perkreditan rakyat (BPR)

12. Bank Sentral adalah badan keuangan, yang umumnya dimiliki pemerintah, dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan dan menjamin badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat ekonomi yang lebih stabil dan lebih tinggi
· Menurut Samuelson, bank sentral memilik tujuan dalam menjalankan kebijakan moneter, a. l :

i. Mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkesinambungan

ii. Penggunaan tenaga kerja tingi

iii. Stabilitas harga, suku bunga, pasar keuangan dan pasar nilai tukar 

13. Bank Umum adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau bedasarkan Prinsip Syariah Islam yang dalam kegiatannya meberikan jasa lalu lintas pembayaran.

· Bank umum sendiri dibedakan lagi menjadi : bank devisa dan bank non-devisa. 
14. Bank Syariah, menurut UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya bedasarkan prisnip syariah.

· Dua jenis bank syariah yakni : bank umum syariah (memberikan jasa lalu lintas pembayaran) dan bank pembiayaan syariah (tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran).

· Selain bank, juga dikenal Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit karya kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berprinsip Syariah. 

15. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang :

· Berkegiatan yang bertentangan prinsip Syariah

· Jual beli saham secara langsung di pasar modal

· Menyertakan modal, kecuali pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha bedasarkan prinsip Syariah.
16. Bank pembiayaan Syariah dilarang :

· Berkegiatan yang bertentangan dengan prinsip Syariah

· Menerima simpanan berupa giro dan ikut lalu lintas pembayaran

· Berkegiatan usaha dalam valas, kecuali penukaran valas.

· Melakukan penyertaan modal (kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank.

· Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang diatur dalam UU No. 21 Th. 2008 perihal perbankan syariah.

17. Jenis usaha Bank Umum/ Bank Syariah antara lain :

· Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan (giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan)

· Memberikan kredit atau pembiayaan

· Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan nasabah

· Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

· Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharaga yang tidak tercatat di bursa efek
18. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya berbentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya; dan memberi pinjaman kepada masyarakat. 

· Usaha dan fungsi BPR (juga Bank Pembiayaan Syariah) antara lain :

· Menghimpun dana dari masyarakat dalam rupa tabungan, deposito berjangka, dll.

· Memberikan kredit

· Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana bedasarkan prinsip Syariah

· Menempatkan dananya dalam SBI (Sertifikat Bank Indonesia), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain

· BPR dilarang menerima simpanan berupa : giro, ikut serta lalu lintas pembayaran, ikut kliring, penyertaan modal, usaha asuransi, dan usaha lain di luar ketentuan UU No. 10 Th. 1998
B. MENGENAL PERBANKAN SYARIAH
19. Ciri – ciri bank syariah antara lain :
· Berprinsip syariah Islam
· Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas
· Menggunakan konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa
· Risiko usaha ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran
· Tidak mungkin terjadi negative spread
· Pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah.
20. Bank Syariah sesuai dengan Hukum Islam dilarang :

· Perniagaan barang-barang haram

· Bunga (riba)

· Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisyir) dan

· Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar)

21. Dalam perbankan Syariah tidak dikenal adanya bunga, melainkan dikenal namanya bagi hasil. Ciri – ciri bagi hasil a. l :

· Penentuan besarnya dibuat pada waktu akad dengan kemungkinan untung-rugi

· Besarannya adalah bedasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh

· Besarannya tergantung keuntungan proyek/ usaha yang dijalankan

· Bila usaha merugi, maka kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali karena kelalaian

22. Akad (perjanjian, kesepakatan, transaksi) adalah komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti keterikatan antara ijab (pemindahan kepemilikan) dan qabul (penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
23. Penggolongan akad dapat dilakukan sebagai berikut.
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24. Pola Titipan [prinsip penghimpunan dana] : aset titipan nasabah harus dijaga dan dapat dikembalikan setiap saat kepada nasabah yang bersangkutan
· Wa’diah yad dhamanah, di mana bank bertanggung jawab atas dana titipan sehingga dana titipan  boleh dimanfaatkan bank, bank dapat memberi bonus kepada penitip tanpa akad perjanjian sebelumnya (Giro dan Tabungan)
· Wa’diah yad amanah, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang titipan selama bukan akibat kelalaian dan kecerobohan bank dalam memelihara. Bank dapat menerima biaya penitipan. (Safe Deposit Box)
25. Pola Pinjaman : menyerahkan harta untuk orang yang dapat mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya, atau mengambil manfaat dengannya tanpa keharusan mengembalikannya.
· Qardh , yakni pemberian pinjaman dengan pengembalian tanpa imbalan (hanya pokok pinjaman saja yang dikembalikan)
· Qardhul hasan, yakni pemberian pinjaman tanpa harus mengembalikannya.
26. Pola bagi hasil (syirkah)

· Musyarakah, adalah kontrak pembiayaan antara Bank dan nasabah, di mana bank membiayai suatu usaha dan juga mengelola bersama nasabah atas prinsip bagi hasil.

· Mutanaqisah : bank dan nasabah bekerja sama atas suatu barang dan salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lain secara bertahap melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain.
· Mudharabah [juga prinsip penghimpunan dana], bank memberikan modal, nasabah memberikan keahliannya, dan laba/ keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Terdiri 
· mudharabah al mutlaqah (nasabah memberi kewenangan penuh kepada bank untuk mengelola dana) 
· mudharabah muqqayadah (nasabah memberi kewenangan terbatas kepada bank untuk mengelola dana)
27. Pola jual beli (ba’i) :Jual beli dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan.

· Murabahah : nasabah akan membeli produk dengan rincian tertentu, nasabah meminta bank membelikannya dan mengirimkannya bedasarkan harga dan imbalan tertentu sesuai persetujuan awal.
· Salam : pembelian barang dengan ciri-ciri khusus dan jelas, diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran tunai. (Pesanan)
· Istishna’ transaksi jual beli dengan pesanan, di mana pembeli memesan terlebih dahulu barang agar dibuatkan untuknya, dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, tengah atau akhir pesanan
28. Pola Sewa  : perpindahan manfaat, bukan kepemilikan.

· ijarah adalah pemindahan hak guna barang/ jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.
· Ijarah wa iqtina/ muntahiya bittamalik: transaksi sewa beli dengan perjanjin untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.
29. Pola lainnya meliputi :

· Wakalah : pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain perihal hal-hal yang boleh diwakilkan, dan atas jasanya pemberi kuasa memberi sejumlah imbalan ke penerima kuasa (L/C, RTGS, Inkaso, Kliring, Transfer, dsb)

· Kafalah : mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan (Bank Garansi)

· Hiwalah : pengalihan utangpiutang dari orang yang berutangpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. (Anjak piutang)

· Rahn : gadai
· Sharf : jual beli valuta

· Ujrah : imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
C. PRODUK dan JASA PERBANKAN
1. Produk – produk perbankan antara lain :
a. Kredit Pasif, yakni aliran dana yang masuk ke bank dari masyarakat dan tersimpan di bank. Kredit pasif terdiri dari :

i. Giro  :simpanan atau tabungan dari nasabah  di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran
1. uang tersebut dapat setiap saat ditarik nasabah
2. pengambilan uang atau pembayaran utang cukup dilakukan dengan menggunakan warkat cek atau bilyet giro.
3. Setelah kreditor menukarkan cek/ bilyet giro di bank dengan sejumlah uang, maka uang di rekening nasabah  otomatis terdebit.
4. Cek adalah alat transaksi pembayaran yang  diterbitkan bank (uang giral) sebagai pengganti uang tunai dan dicairkan secara tunai
5. Bilyet giro (BG) adalah uang giral yang dicairkan secara tidak tunai. Pencairannya dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam BG.
ii. Tabungan (Deposito) Berjangka  : sejunlah uang yang disimpan di bank dan waktu pengambilannya ditentukan. 
1. jika nasabah menarik uangnya sebelum jatuh tempo, maka bunga (bunga berjalan) tidak akan dibayarkan kepadanya.
2. tanda bukti kita telah mendepositokan sejumlah uang di bank adalah sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan
3. Deposito on call : tabungan tetap yang dananya dapat diambil setelah ada notifikasi terlebih dahulu dari nasabah
4. Deposito automatic roll over (aro) : deposito yang jika dananya tidak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo, maka deposito otomatis diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis
5. Karakteristik depositio : dicairkan setelah jangka waktu berakhir, dapat diperpanjang otomatis (ARO), dapat dalam berbagai mata uang, jangka waktu dari 1 s/d 24 bulan.
iii. Tabungan : simpanan dana nasabah di bank yang penarikannya dapat  dilakukan setiap saat sesuai ketentuan bank
1. Ciri-ciri nya : buku tabungan, kartu ATM, setoran awal, bunga/ bagi hasil yang lebih kecil dibanding produk perbankan lain, dan dikenakan biaya bulanan.
b. Kredit aktif adalah dana yang diberikan bank kepada nasabah untuk berbagai tujuan (produktif) Jenis – jenisnya a.l :

i. Kredit rekening Koran (R/K) , yakni kredit dapat diambil sejumlah yang dibutuhkan saja

1. jaminan dapat berupa surat berharga,  barang yang ada di gudang peminjam, atau barang bergerak

2. kredit ini meringankan karena bunga dihitung dari jumlah yang terpakai
ii. Kredit reimburse (Letter of Credit atau L/C) : pinjaman dengan membayar harga beli suatu barang

1. harga barang dibayarkan bank setelah penjual menunjukkan bukti pengantaran bank

2. setelah penjual menerima dana hasil penjualan barang, penjual membayarkan kembali pembelian yang telah dilakukan bank.
iii. Kredit aksep : kredit dengan cara menandatangani aksep yang ditarik oleh nasabah. Setelah aksep ditandatangani bank, aksep dapat dijual oleh nasabah
iv. Kredit documenter : kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan dokumen yang diserahkan nasabah. Biasanya dokumen yang dijaminkan adalah surat pengiriman barang.
v. Kredit dengan jaminan surat berharga : kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga (baik sebagian atau seluruhnya dibeli bank. Jaminan kredit tersebut adalah surat2 berharga yang dipegang bank.

2. Jasa perbankan yakni aktifitas yang dilakukan bank (selain menghimpun-salur dana) yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Jasa perbankan adalah perwujudan salah satu fungsi bank yakni pelayan masyarakat. Jasa perbankan antara lain :

a. Jual beli valas, keuntungan akan didapat dari selisih antara harga jual dengan harga beli.
b. Jasa penyimpanan, yakni penyimpanan barang dan surat berharga di safety box dengan nomer tertentu yang hanya diketahui nasabah dan kuncinya. Bank menerima pendapatan dari uang sewa.

c. Transfer uang, yakni pengiriman uang pada bank yang sama atau antarbank. Balas jasa yang diterima Bank yakni biaya pengirimannya.
d. Pemberian jaminan, antara lain seperiti berikut :

i. Ketika kita akan membeli atau mengkreditkan sesuatu, mungkin penjual belum mau  bertransaksi jika belum ada jaminan. Bank dapat menjaminkan transaksi itu, dan jika pembeli tidak sanggup melanjutkan transaksi, bank akan melanjutkannya.

ii. Bank memberi jaminan dana bagi perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat walau sahamnya belum terjual di bursa efek.
e. Kartu kredit, dengan prinsip bank menalangi terlebih dahulu transaksi konsumen, dan nanti konsumen membayarkannya dikemudian hari beserta sejumlah bunga ebagai pendapatan bank.
f. Cek perjalanan, yakni sebagai pengganti uang. Dalam perjalanan, nantinya nasabah dapat menukarkan cek tersebut dengan uang di bank.
g. Inkaso,penagihan piutang (inkaso) untuk nasabahnya.
h. ATM, yakni suatu mesin yang dapat melakukan kegiatan layaknya teller di bank secara otomatis. 
i. Kartu debit, mekanismenya mirip dengan giro. Transaksi dapat dilakukan dengan kartu debit dan kartu debit akan mendebit rekening kita.
3. Alasan kita untuk memanfaatkan lembaga keuangan bank antara lain :
a. Menumnbuhkan sikap hemat

b. Menambah penghasilan dari bunga

c. Memperkuat keamanan

d. Meningkatkan produktifitas

4. Produk dan jasa perbankan yang dapat berguna bagi siswa antara lain : tabungan siswa, pengiriman uang, dan asuransi pendidikan.

5. Manfaat dari produk dan jasa perbankan bagi pengusaha antara lain :

a. Simpanan giro (demand deposit) :  dengan giro, berbagai transaksi dengan nominal besar dapat mudah dilakukan tanpa menggunakan uang tunai fisik. 

b. Kliring : jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan diselesaikan di lembaga penyelesaian.

i. Warkat adalah surat berharga sebagai sarana pembayaran giro.

ii. Lembaga penyelesaian transaksi antarbank disebut lembaga kliring

iii. Melalui lembaga kliring, berbagai bank saling berkomunikasi untuk menyelesaikan transaksi giro yang dilakukan 

c. Inkaso : Proses penagihan warkat antar bank, yang berasal dari luar kota, luar negeri atau luar wilayah kliring. Warkat luar negeri harus dilakukan oleh bank devisa. 

d. Kredit : Bagi pengusaha, ada dua jenis kredit, yakni kredit investasi (keperluan perluasan usaha atau bangun baru) dan kredit modal kerja (aktifitas jangka pendek semisal membiayai operasional sehari-hari)

D. KREDIT
6.  Kredit berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti kepercayaan.
a. Pemberi uanng (kreditor) mempercayakan uang atau barangnya digunakan oleh pengguna uang (debitor). 

7. Kredit adalah pemberian pemakaian suatu uang atau barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu , dengan jaminan atau tanpa jaminan , dan dengan bunga atau tanpa bunga.
8. Menurut UU No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan pemberian bunga.
9. Karakteristik kredit antara lain : jangka waktu, suku bunga, cara pembayaran, agunan, biaya administrasi dan asuransi jiwa dan tagihan
10. Jenis – jenis kredit antara lain bedasarkan :

a. Sumbernya, yakni :

i. Kredit dalam negeri, diberikan oleh pihak dalam negeri, bersala dari kredit Kelayakan Usaha (KKU) yang diberikan oleh bank. 

ii. Kredit luar negeri,  berasal dari luar negeri dan diterima oleh suatu Negara.
b. Tujuan penggunaan
i. Kredit Produksi, digunakan untuk kegiatan produksi dalam jangka waktu lama. 
ii. Kredit Konsumsi, digunakan untuk membeli barang/ jasa (jangka waktu pendek)
c. Ada-tidaknya jaminan
i. Kredit blangko, tanpa jaminan, biasa diberi kepada pihak dengan hubungan keluarga

ii. Kredit berjaminan, pinjaman jangka panjang dengan jaminan berupa harta tetap (tanah, rumah, dll.)
d. Jangka waktu
i. Jangka pendek, kurang dari setahun, mis. Prolongasi dan blening
ii. Jangka menengah, 1 s/d 5 tahun,
iii. Jangka panjang, > 5 tahun 

11.  Syarat – syarat pemberian kredit yang mesti diperhatikan kreditur a. l:
a. Karakter: perlu diteliti kebiasaan dan kepribadian pemohon

b. Kemampuan (kapabilitas) : berkaitan dengan apakah debitur mampu mengembalikan kredit

c. Modal : debitur harus punya modal sendiri, kredit hanya digunakan sebagai pendorong

d. Jaminan (collateral) : debitur harus memberikan jaminan, jaminan akan berguna tatkala debitur tak sanggup mengembalikan kredit

e. Kondisi ekonomi : berkaitan dengan kondisi ekonomi secara umum atau secara khusus (debitur) sekarang dan nanti
12. Prinsip – prinsip dalam pemberian kredit adalah 5P – 3R.
a. Party : pengelompokkan/ pengkategorian debitur

b. Purpose : penilaian kelayakan rencana penggunaan dana kredit

c. Payment : apakah kredit dapat dikembalikan atau tidak

d. Profitability : kemampuan debitur mendapat laba setelah pengguanaan kredit

e. Protection : tingkat keamanan dalam pemberian kredit

f. Returns : kemampuan mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan

g. Repayment : kemampuan mengembalikan kredit atau tidak.

h. Risk : kemampuan debitur dalam menanggung resiko ketidakmampuan mengembalikan kredit

13. Kebaikan dari pemberian kredit :

a. Meningkatkan produktifitas : dapat diunakan untuk meningkatkan produksi

b. Memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen : konsumen dapat langsung menerima barang yang diinginkan dengan pembelian barang secara kredit

c. Memperlancar transaksi dagang : dengan kredit, transaksi dapat berlangsung walau hanya sebagian yang sudah dibayar secara tunai
d. Mengaktifkan fungsi uang : uang yang dipinjamkan menjadi uang aktif karena menghasilkan bunga

e. Pemerataan pendapatan : Orang-orang menjadi berkesempatan untuk melakukan kegiatan produksi. Dari keg. produksi maka akabn diperoleh keuntungan dan keuntungan inilah yang menjadi pemerata pendapatan.

14.  Kelemahan dari pemberian kredit :
a. Mendorong transaksi spekulatif. Transaksi spekulatif dapat merugikan debitur sendiri apabila spekulasinya tidak berhasil.

b. Mendorong kelebihan produksi.

c. Mendorong inflasi.

d. Mendorong konsumsi berlebihan dan di luar kemampuan pengembalian kredit.

E. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
15.  LKBB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat (baik secara langsung dan tidak langsung) dan tidak diijinkan untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan.
16. LKBN mengimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke masyarakat untuk membiayai investasi.
17. LKBB bertujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan usaha lemah.

18. Jenis dan produk LKBB antara lain :

a. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga
i. Lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan jalan mengeluarkan surat berharga, menjadi makelar atau komisioner, dan pedagang dalam pasar uang dan pasar modal

ii. Surat beharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang

b. Pegadaian
i. Menurut PP No. 10/1990, Pegadaian adalah kegiatan usaha menjaminkan barang-barang beharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

ii. Tujuan Pegadaian antara lain :
1. Memberikan solusi pendanaan cepat untuk tujuan tertentu melalui kredit/ pembiayaan berbasis gadai dan fidusia
2. Jasa titipan, taksiran, sertifikasi dan perdagangan permata dan logam mulia (LM).
3. Jasa transfer uang, transaksi pembayaran dan administrasi pinjaman
c. Dana Pensiun
i. Menurut UU No. 11 Th 1992, Dana pensiun (Dapen) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
ii. Dapen dibedakan menjadi :

1. Dapen Pemberi Kerja (DPKK), yakni dapen yang dibentuk oleh badan yang memperkerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti, bagi kepentingan karyawan yang menjadi peserta

2. Dapen Lembaga Keuangan (DPLK), yakni dapen yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan yang terpisah dari DPKK ataupun karyawan badan usaha DPLK itu sendiri.
d. Modal Ventura
i. Menurut Keppres No. 61 Th. 1988 bahwa Modal Ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yng menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu

ii. Ciri utama modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham (equity financing) dengan janga waktu tertentu dan resiko  yang cukup tinggi.
e. Anjak Piutang (factoring)
i. Menurut Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1998 bahwa factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk : pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan – piutan atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan, baik dalam atau luar negeri.
f. Leasing (Sewa guna usaha) : 

i. Menurut Permenkeu No. 84/2006, sewa guna usaha adalah : kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan hak opsi (finance lease) atau tanpa hak opsi (operating lease) selama unuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu bedasarkan pmbayaran secara berkala

ii. Leasing disertai hak pilih (optie) bagi perusahaan leasing untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing bedasarkan nilai sisa yang telah disepakati.
iii. Pengguna peralatan (lessee) membayarkan sejumlah uang secara rutin kepada pemilik (lessor) .

iv. Ciri penting dari leasing adalah penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikan peralatan.
v. Aturan dalam system leasing memberikan manfaat, di mana pengguna (lessee) dapat menghasilkan pendapatan ekstra dari penggunaan pendapatan, dan pemilik  (lessor) mendapat pendapatan tetap selama menjadi pemilik.

g. Asuransi :  
i. Menurut UU No. 1 Th 1992 tentang Asuransi, asuransi adalah :

1. Perjanjian antara dua pihak atau lebih

2. Di mana pihak penangggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dimana penanggung menerima sejumlah premi. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena : 

a. kerugian, kerusakan, atau kehilangan-keuntungan yang diharapkan;

b. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin didterita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti

c. Atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

ii. Produk asuransi a. l :

1. Perlindungan resiko dari kerugian, krusakan atau kehilangan keuntungan atau akibat tanggung jawab hukum tertanggung kepadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat suatu peristiwa tidak pasti
2. Perlindungan resiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, dan

3. Penjaminan atas kemampuan pihak yan g dijamin dalam melaksanakan kewajian sesuai dengan perjanjian pokok antara pihak yang dijamin dengan pihak penerima jaminan.
iii. Premi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan resiko.
iv. Bukti dari pengalihan risiko, penanggung mengeluarkan surat kontrak yang disebut polis asuransi.
v. Unsur-unsur asuransi a.l : 1) Pengalihan resiko; 2) Tertanggung membayar premi; 3) Penanggung wajib mengganti rugi sesuai apa yang sudah disepakati di polis.
19. Prinsip usaha yang dipegang oleh LKBB adalah mengenal nasabah. 
a. LKBB mengetahui latar belakang, identitas, memantau rekening dan transaksi, melaporkan transaksi mencurigakan dan yang dilakukan secara  tunai

F. BANK SENTRAL
20. Adalah sebuah badan keuanngan, yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas mengatur kestabilan badan-badan keuangan lainnya, serta menjamin badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tingi dan stabil.

21. Bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia
a. Sesuai UU No. 2 Th. 2004 yang merubah UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU. 
22. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah.

a. Dalam mencapai kestabilan Rupiah, BI melakukan kbijakan moneter berkelanjutan, konsisten, transparan dan mempertimbangkan kepentingan umum. 
23. Kestabilan Rupiah yang dimaksud adalah :

a. Kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa, ditunjukkan dari laju inflasi.

b. Kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang Negara lain, ditunjukkan dari kurs Rupiah dengan valas.
24. Perumusan tujuan tunggal BI dimaksudkan untuk memperjelas sasaran dan batas-batas tanggung jawab BI sehingga dapat dengan mudah diukur ketercapaian tujuan BI tersebut.
25. Sejumlah tugas BI antara lain :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

i. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai Rupiah

ii. Dilakukan a.l dengan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga

b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
i. BI adalah satu-satunya lembaga berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah yang beredar

26. Sejumlah wewenang BI antara lain :

a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi

b. Melakukan pengendalian moneter, dengan menggunakan cara berikut tetapi tidak terbatas, pada :

i. Operasi pasar uang, baik rupiah atau Valas
ii. Penetapan tingkat diskonto (diskonto adalah kebijakan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikturunkan suku bunga)

iii. Penetapan cadangan wajib minimum 

iv. Pengaturan kredit atau pembiayaan

27. Beberapa definisi mengenai system keuangan yang stabil a.l, bahwa system keuangan yang stabil adalah :
a. Mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap shock yang terjadi sehingga mencegah gangguan sector riil dan system keuangan

b. Kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu meng-intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menebar resiko secara baik

c. Kondisi mekanisme ekonomi, dalam penetapan harga, pengalokasian dana serta pengelolaan resiko, berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
28. Kertidakstabilan system keuangan dan meningkatnya tingkat kesulitan mengatasi ketidakstabilan system keuangan antara lain dapat dipicu :

a. Kegagalan pasar (structural dan prilaku), baik eksternal maupun internal.

b. Kecenderungan globalisasi sector financial yang didukung perkembangan teknologi yang mendorong integrasi tanpa batas ruang dan waktu

c. Perkembangan produk keuangan yang semakin dinamis dan kompleks.

29. Resiko yang menyertai ketidakstabilan system keuangan antara lain : resiko kredit, likuiditas, pasar dan operasional.

30. Identifikasi ketidakstabilan system keuangan bersifat melihat ke depan (looking forward) dalam rangka mengetahui  (1)potensi risiko yang akan timbul dan             (2) potensi memengaruhi kondisi system keuangan mendatang.
31. Akibat buruk dari ketidakstabilan sistem keuangan  a.l :

a. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal.
b. Fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik akibat ketidaktepatan alokasi dana yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

c. Ketidakpercayaan public terhadap system keuangan, diikuti kepanikan investor menarik dana dan menghambat likuiditas bank

d. Biaya penyelamatan yang tinggi.
32.  Sebagai bagian dari system perekonomian, system keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang deficit. 
a. Jika system keuangan tidak stabil dan efisien, maka penyaluran dana akan tidak baik dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

33.  Peran BI dalam system keuangan a. l :
a. Menjaga stabilitas moneter lewat suku bunga dalam operasi pasar terbuka, dengan kebijakan inflation targeting framework
b. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat (mekanisme pengawasan dan regulasi.)

c. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran

d. Mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui fungsi : riset dan pemantauan

e. Jaring pengaman system keuangan melalui fungsi : lender of the last resort (LoLR)

G. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
34. OJK adalah lembaga Negara bedasarkan UU No. 21 Th. 2011.
a. OJK adalah lembaga Negara yang independent dan bebas dari campur tangan lain, memiliki fungsi, tugas dan wewenang : pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan – terhadap keseluruhan kegiatan di sector jasa keuangan.

b. Pimpinan tertinggi OJK adalah dewan komisioner yang bersifat kolektif-kolegial

35. Latar Belakang dibentuknya OJK antara lain :
a. Amanat UU (UU No. 6 Th. 2009 yang merubah UU No. 23 Th 1999 ttg BI) 
b. Perkembangan industri keuangan yang semakin global, pesat, sistem yang kompleks, dinamis dan saling terkait
c. Konglomerasi, yakni kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki anak perusahaan di bidang keuangan juga namun kegiatan usahanya beda.
d. Perlindungan konsumen sebelumnya yang belum optimum.
36.  Tujuan OJK antara lain agar kegiatan di sector jasa keuangan :
a. terselenggara teratur, adil, transparan dan akuntabel

b. mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh stabil dan berkelanjutan

c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
37. OJK berfungsi : menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan (yang terintegrasi) terhadap seluruh kegiatan di sector jasa keuangan.  
38. Tugas OJK antara lain :

a. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sector perbankan

b. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sector pasar modal

c. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sector : perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

39. Wewenang pengaturan OJK antara lain menetapkan :
a. peraturan pelaksanaan UU OJK
b. Peraturan  perundang-undangan di sektor jasa keuangan
c. peraturan mengenai pengawasan
d. peraturan tata cara penetapan perintah tertulis
40. Wewenang pengawasan OJK adalah :
a. Melakukan pengawasan dan pelrindungan konsumen perbankan, pasar modal dan INKB
b. Memberi dan mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran
c. Memberikan perintah tertulis kepada LJK dan menunjuk pengelola statuter
d. Menetapkan sanksi administratif
41. Susunan keanggotaan OJK antara lain terdiri atas :

a. 1 ketua

b. 1 wakil ketua

c. 1 kepala eksekutif perbankan

d. 1 kepala eksekutif pasar modal

e. 1 kepala eksekutif pengawas asuransi, dapen, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya

f. 1 ketua dewan audit

g. 1 anggota membidangi edukasi dan perlindungan konsumen

h. 1 anggota ex-officio dari BI yang juga dewan gub. BI

i. 1 anggota ex-officio dari Kemenkeu setingkat Eselon 1 

Semua anggota poin a. s/d g. merangkap anggota.
42. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan OJK a.l :
a. Memberikan informasi dan edukasi perihal karakteristik jasa keuangan

b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat

c. Tindakan lain yang dianggapperlu sesuai perundang-undangan jasa keuangan
43. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen, meliputi :

a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pengaduan konsumen

b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan

c. Memfasilitasi penylasaian pengaduan konsumen yang dirugikan sesuai peraturan perundang-undangan jasa keuangan. 
44. OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum a.l :

a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertntu kepada lembaga keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen

b. Mengajukan gugatan :

i. Pemerolehan kembali harrta kekayaan milik pihak yang dirugikan

ii. Untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian   
45. OJK melakukan koordinasi dengan BI dalam membuat peraturan, a l:

a. Kewajiban pemenuah modal minimum bank

b. System informasi perbankan terpadu

c. Kebijakan penerimaan dana luar negeri, dana valas dan pinjaman komersil luar negeri

d. Produk perbankan, transaksi derivative dan kegiatan usaha bank lainnya

e. Penentuan institusi bank yang dikategorikan systemically important bank
f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi

46.  Ketika BI melakukan pemeriksaan khusus terhadap suatu bank, BI menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke OJK
a. Dalam pemeriksaan itu, BI tidak dapat menilai kesehatan bank itu.

b. BI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke OJK

c. OJK menginformasikan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) mengenai bank bermasalah yang sedang disehatkan OJK.
47.  Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas system keuangan. FK-SSK terdiri atas :
a. Menkeu, anggota merangkap koodinator

b. Gub. BI , sebagai anggota

c. Ketua Dewan Komisioner OJK , sebagai anggota

d. Ketua Dewan Komisioner LPS , sebagai anggota
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